KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/ 1374 /KPU-Kot/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah;
bahwa  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1763).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN.

: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Panjang Tahun 2021, yang terdiri dari:

Tim Pengarah;

Tim Pelaksana;

Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;

Tim Manajemen Perubahan;

Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
Tim Penguatan Kelembagaan;

Tim Penguatan Tata Laksana;

Tim Penataan Manajemen ASN;
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Tim Penguatan Pengawasan;

—
©

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal
dengan instansi terkait serta bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
_ Salinan Sesuai dengan aslinya

K ~SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
\_‘PADANG PANJANG )

getar
P r

OKTA NOVISYAH
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/ 1374 /KPU-Kot/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

No Nama Jabatan Kedudukan Tugas Dalam Tim
1 2 3 4 5
I TIM PENGARAH
Pengarah
1 | Okta Novisyah, S.Sos.I Ketua KPU merangkap Pengarah Manajemen Perubahan;
Ketua
Pengarah
2 | Mondra, SE Anggota KPU merangkap Pengarah Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
Anggota
Pengarah Pengarah Penguatan Kelembagaan, Penataan
3 | Winda Aprizona, S.Pd Anggota KPU merangkap Manajemen ASN dan Penguatan Kualitas
Anggota Pelayanan Publik
Pengarah
4 | Harry Hazari Anggota KPU merangkap Pengarah Penguatan Tata Laksana;
Anggota

jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang




Pengarah

5 |Ir Edwirta Anggota KPU merangkap Pengarah  Penguatan Peraturan Perundang-
undangan dan Penguatan Pengawasan;
Anggota
II. [ TIM PELAKSANA
1 | Agustian, S.Kom Sekretaris .KPU Kota Ketua Ketua
Padang Panjang
III. | TIM AGEN PERUBAHAN
. Sekretaris KPU Kota
1 | Agustian, S.Kom Padang Panjang Ketua
. Sub Koordinator | Wakil Ketua dan
2 | Suhelman, SE,. M.Si Program dan Data Koordinator
Sub Koordinator
3 | Linda Marlina, S.Pt Keuangan, Umum dan | Anggota
Logistik
. Sub Koordinator
4 | Rahmad Doni, SH Teknis dan Hupmas Anggota
Rizky  Satria  Pratama, | Sub Koordinator
> | sH,MH Hukum Anggota
IV. [ TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
Pengarah 1. Perencanaan Reformasi Birokrasi;
1 | Okta Novisyah, S.Sos.I Ketua KPU merangkap 2. Pelaksanaan manajemen perubahan;
Ketua 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
. Koordinator
2 | Suhelman, SE,. M.Si Sub Koordinator merangkap
Program dan Data
Anggota
Sub Koordinator
3 | Linda Marlina, S.Pt Keuangan, Umum dan | Anggota

Logistik
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4 | Weriza, SIP Staf Sekretariat Anggota
S | Shafarul Ihsan, A.Md Staf Sekretariat Anggota
6 | Husnimarwiyah, S.Sos Staf Sekretariat Anggota
V. | TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
h . Evaluasi secara berkala produk peraturan
. Pengara perundangundangan (Naskah Dinas
1. |Ir. Edwirta Anggota KPU merangkap Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi
Anggota kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan
kerja
Rizky  Satria  Pratama, | Sub Koordinator Koordinator - Menyempurnakan/mengubah berbggal
2. SH..MH Hukum merangkap peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas
" Anggota Pengaturan dan atau Penetapan) yang
dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih
atau disharmonis dengan peraturan
. perundangundangan lain,;
3. | Rahmad Doni, SH Sub . Koordinator Anggota . Melakukan deregulasi untuk memangkas
Teknis dan Hupmas
peraturan perundang-undangan yang
dipandang menghambat pelayanan;
. Merumuskan berbagai peraturan
perundangundangan baru yang dipandang
4. | Ade Alifya, S.IP, M.Si Staf Sekretariat Anggota diperlukan;
. Pengelolaan JDIH
VI. [ TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pengarah . 1lgvaluasi (.)rgasnci)’sre;i
1. | Winda Aprizona, S.Pd Anggota KPU merangkap - Fenyesualan
Anggota
Sub Koordinator | Koordinator
2. | Linda Marlina, S.Pt Keuangan, Umum dan | merangkap
Logistik Anggota
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3. | Husnimarwiyah, S.Sos Staf Sekretariat Anggota
VII. | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

Pengarah 1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta
1. | Harry Hazari Anggota KPU merangkap SOP dilingkungan Unit/Satuan Kerja;

Anggota 2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

3. Tata kelola dan implementasi Sistem
pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
2. | Ade Alifya, S.IP, M.Si Staf Sekretariat Anggota lingkungan unit/satuan kerja; dan
4. Penerapan sistem kearsipan yang handal.
3. | Weriza, S.IP, M.Si Staf Sekretariat Anggota
4. | Syofiandi, S.Sos Staf Sekretariat Anggota
5. | Ramdha As’ary Staf Sekretariat Anggota
VIII. | TIM SISTEM MANAJEMEN ASN

Pengarah 1. Pembangunan Sistem Merit; dan
1. | Winda Aprizona, S.Pd Anggota KPU merangkap 2. Profesionalisme ASN

Anggota

Sub Koordinator | Koordinator
2. | Linda Marlina, S.Pt Keuangan, Umum dan
Logistik merangkap

Anggota

3. | Husnimarwiyah, S.Sos Staf Sekretariat Anggota
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IX. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Pengarah
1. |Ir. Edwirta Anggota KPU merangkap 1. Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan
Anggota kerja;
Rizky Satria Pratama, | Sub Koordinator Koordinator 2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
2. SH,.MH Hukum Kleranégkap 3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU;
Sub Koordinator nggota 4. Pelaksanaan pemantauan benturan
3. | Linda Marlina, S.Pt Keuangan, Umum dan | Anggota kepentingan KPU;
Logistik 5. Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan
. Sub Koordinator kerja;
4. | Rahmad Doni, SH Teknis dan Hupmas Anggota 6. Penanganan pengaduan masyarakat ke KPU;
Sub Koordinator 7. Peningkatan Integritas Individu; dan
S. | Suhelman, SE,. M.Si Program dan Data Anggota 8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan
6. [ Husnimarwiyah, S.Sos Staf Sekretariat Anggota Barang/Jasa;
X. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Pengarah 1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja
1. | Mondra, SE Anggota KPU merangkap Instansi Pemerintah; dan
Anggota 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,;
) Koordinator
. Sub Koordinator
2. | Suhelman, SE,. M.Si Program dan Data merangkap
Anggota
Rizky  Satria  Pratama, | Sub Koordinator
3 | sH,.MH Hukum Anggota
4. | Weriza, SIP Staf Sekretariat Anggota
Shafarul Thsan, A.Md Staf Sekretariat Anggota
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XI. | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Pengarah . Penguatan pelayanan prima di lingkungan
1. | Winda Aprizona, S.Pd Anggota KPU merangkap unit/satuan kerja;
Anggota . Mendorong Inovasi di sektor pelayanan
Sub Koordinator Koordinator kepemiluan dan.a-dministrasi di lingkungan
2. | Rahmad Doni, SH . merangkap unit/satuan kerja; ,
Teknis dan Hupmas Anggota . Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik;
. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan
3. | Fauzi Yetti Rahmi, A.Md Staf Sekretariat Anggota publik; dan
4 I Chandra. S Staf Sek ) A . Penerapan reward and punisment dalam
. rman andra, Sos tat Sekretariat nggota penyelenggaraan pelayanan publik;
5. | Syofiandi, S.Sos Staf Sekretariat Anggota
6. | Kritison Indra Utama Staf Sekretariat Anggota

o
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Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH




